


BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Kesesuaian Penggunaan Senjata Api oleh Brimob dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob dalam menanggulangi tindak kejahatan bersenjata secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memadai. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta sejumlah regulasi internal Brimob yang mengatur penggunaan kekuatan secara bertingkat (use of force).
Dalam pelaksanaannya, mayoritas tindakan penggunaan senjata api oleh Brimob di Kota Medan telah mengacu pada prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas, sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum nasional maupun standar hak asasi manusia internasional. Meskipun demikian, masih terdapat kasus-kasus tertentu di mana terjadi pelanggaran prosedur, baik karena kelalaian individu maupun tekanan situasional yang ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum telah tersedia, implementasi prosedural masih memerlukan pengawasan dan penguatan secara sistematis.
Selain itu, dalam praktiknya, terdapat perbedaan persepsi antara aparat dan masyarakat mengenai batas-batas penggunaan senjata api. Di satu sisi, Brimob merasa perlu bertindak cepat demi keselamatan, tetapi di sisi lain, masyarakat menilai bahwa tindakan tegas harus dilakukan secara lebih hati-hati dan transparan. Oleh karena itu, aspek komunikasi hukum dan sosial menjadi sangat penting dalam memastikan pemahaman bersama antara penegak hukum dan warga sipil.
2. Prosedur Penggunaan Senjata Api oleh Brimob dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan Bersenjata di Kota Medan
Prosedur penggunaan senjata api oleh Brimob telah disusun secara sistematis, dengan tahapan penggunaan kekuatan yang dimulai dari kehadiran fisik hingga penggunaan kekuatan mematikan sebagai upaya terakhir. Dalam kondisi normal, setiap tindakan penggunaan senjata api harus didahului oleh peringatan verbal atau non-verbal, pengendalian non-mematikan, dan koordinasi internal yang jelas.
Namun, dalam kondisi darurat yang melibatkan pelaku kejahatan bersenjata, prosedur tersebut kerap tidak dapat dijalankan secara ideal. Personel Brimob sering kali menghadapi situasi yang tidak terduga, dengan risiko tinggi terhadap keselamatan diri sendiri maupun warga. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan untuk menggunakan senjata api dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yang menimbulkan tantangan besar bagi pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan rutin dan simulasi operasi taktis sangat memengaruhi kemampuan personel dalam menerapkan prosedur secara cepat dan akurat. Namun sayangnya, keterbatasan fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia membuat pelaksanaan pelatihan tidak merata, terutama bagi personel di tingkat bawah. Selain itu, laporan pasca-operasi masih belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terdokumentasi secara transparan.
3. Dampak Penggunaan Senjata Api oleh Brimob terhadap Penanggulangan Kejahatan Bersenjata di Kota Medan
Dampak penggunaan senjata api oleh Brimob dalam konteks penanggulangan kejahatan bersenjata bersifat dualistik. Di satu sisi, penggunaan senjata api secara cepat dan terukur telah memberikan efek pencegahan (deterrent effect) yang signifikan terhadap pelaku kejahatan. Penurunan angka kejahatan bersenjata, peningkatan rasa aman warga, dan keberhasilan Brimob dalam menekan aksi kriminal bersenjata di Kota Medan menjadi bukti efektivitas penggunaan senjata api yang tepat.
Namun di sisi lain, penggunaan senjata api yang tidak proporsional atau tidak terdokumentasi dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran HAM, trauma psikologis bagi warga, ketegangan sosial, serta penurunan citra institusi kepolisian. Terlebih lagi, personel Brimob sendiri juga mengalami tekanan psikologis setelah terlibat dalam insiden tembak-menembak, yang bila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan moral dan profesionalisme.


5.2 Saran
1. Terkait dengan Rumusan Masalah Pertama:
1) Diperlukan penguatan regulasi pelaksana, khususnya pedoman teknis di tingkat operasional yang secara spesifik mengatur kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan dalam situasi ancaman nyata. Misalnya, peraturan internal Brimob dapat diperkaya dengan protokol standar berbasis studi kasus di lapangan.
2) Kepolisian, termasuk satuan Brimob, perlu secara berkala mengadakan pendidikan hukum bagi anggotanya, khususnya mengenai prinsip-prinsip legalitas, kehati-hatian, dan proporsionalitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2019.
3) Lembaga legislatif dan eksekutif juga perlu mengevaluasi apakah norma hukum yang berlaku saat ini telah cukup memberi perlindungan kepada aparat maupun masyarakat, serta mempertimbangkan perumusan norma baru yang lebih responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan.

2. Terkait dengan Rumusan Masalah Kedua:
1) Perlu peningkatan kualitas pelatihan prosedural dan taktis yang dijalankan secara berkala dan realistis di lapangan. Pelatihan tidak boleh bersifat teoritis semata, melainkan harus berbasis simulasi kasus nyata agar personel dapat beradaptasi dengan kondisi darurat secara tepat dan cepat.
2) Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi internal sangat penting, termasuk kewajiban setiap anggota Brimob untuk menyusun laporan tindakan penggunaan kekuatan dan mencatat secara tertulis setiap insiden penggunaan senjata api. Sistem pelaporan sebaiknya diintegrasikan secara digital agar akuntabilitas lebih terjamin.
3) Harus tersedia alat pengendali non-mematikan dalam setiap operasi Brimob, seperti peluru karet, semprotan kimia, atau tongkat listrik, sehingga petugas memiliki alternatif sebelum menjatuhkan pilihan pada penggunaan senjata api yang mematikan.

3. Terkait dengan Rumusan Masalah Ketiga:
Bagaimana dampak penggunaan senjata api oleh anggota Korps Brimob terhadap penanggulangan tindak kejahatan bersenjata di Kota Medan?
1) Penting untuk dilakukan studi dampak sosial dan psikologis secara rutin terhadap warga masyarakat maupun anggota Brimob itu sendiri, khususnya pasca insiden bersenjata yang menimbulkan korban jiwa. Hal ini perlu didukung oleh pembentukan unit konseling internal dan pelayanan trauma recovery.
2) Citra positif institusi Brimob harus dijaga melalui komunikasi publik yang proaktif dan transparan. Brimob perlu memberikan keterangan resmi kepada media dan masyarakat setelah terjadi penggunaan senjata api, agar informasi tidak menjadi liar dan menimbulkan prasangka negatif.
3) Pemerintah daerah dan kepolisian harus membangun kerjasama dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi HAM dalam bentuk forum komunikasi keamanan dan hak asasi manusia. Hal ini akan menciptakan ruang dialog dan membangun kepercayaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.
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